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ABSTRACT

This study aims to analyze the effectiveness of One-Stop Integrated Services (Pelayanan
Terpadu Satu Pintu/PTSP) in accelerating the issuance of Building Approval Permits
(Persetujuan Bangunan Gedung/PBG), with a focus on maladministration and procedural
barriers. The research method employed is a Systematic Literature Review (SLR) based on the
PRISMA 2020 protocol to ensure a systematic and transparent review structure. Data
collection was conducted through digital database searches using the Publish or Perish
application to identify reputable scientific articles published between 2015 and 2025 and
indexed in SINTA and Scopus. The findings indicate that service effectiveness is strongly
influenced by the integration of digital information systems and the competency of
implementing human resources at the regional level. Maladministrative practices, such as
prolonged delays and additional requirements beyond national requlations, remain the main
obstacles that disrupt legal certainty. Technical constraints in information technology
infrastructure and the limited availability of certified experts were identified as significant
factors slowing down the validation of technical documents. Coordination alignment among
technical agencies, in accordance with organizational effectiveness theory, is the key
determinant in minimizing procedural barriers to improve public service quality and support
the national construction investment climate.

Keywords: Service Effectiveness; One-Stop Integrated Service; Building Approval Permit;
Maladministration; Procedural Barriers.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu
(PTSP) dalam mempercepat penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dengan fokus
pada kajian maladministrasi dan hambatan prosedural. Metode penelitian yang digunakan
adalah Systematic Literature Review (SLR) dengan merujuk pada protokol PRISMA 2020
guna memastikan struktur tinjauan yang sistematis dan transparan. Teknik pengambilan
data dilakukan melalui penelusuran basis data digital menggunakan aplikasi Publish or Perish
untuk menyaring artikel ilmiah bereputasi pada rentang tahun 2015 hingga 2025 yang
terindeks SINTA dan Scopus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pelayanan
sangat dipengaruhi oleh integrasi sistem informasi digital dan kompetensi sumber daya
manusia pelaksana di tingkat daerah. Ditemukan bahwa praktik maladministrasi berupa
penundaan berlarut dan persyaratan tambahan di luar regulasi nasional masih menjadi
hambatan utama yang menggangqu kepastian hukum. Kendala teknis pada infrastruktur
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teknologi informasi dan keterbatasan tenaga ahli bersertifikasi teridentifikasi sebagai faktor
yang memperlambat validasi dokumen teknis secara signifikan. Keselarasan koordinasi antar
instansi teknis sesuai teori efektivitas organisasi menjadi penentu utama dalam meminimalisir
hambatan prosedural guna meningkatkan kualitas layanan publik dan iklim investasi
konstruksi nasional

Kata Kunci: Efektivitas Pelayanan, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Persetujuan Bangunan
Gedung, Maladministrasi, Hambatan Prosedural.

PENDAHULUAN

Persetujuan bangunan gedung merupakan instrumen hukum krusial dalam
pengendalian pemanfaatan ruang dan kepastian hukum berusaha di Indonesia.
Instrumen ini berfungsi sebagai alat kendali pemerintah dalam memastikan setiap
konstruksi fisik memenuhi standar teknis keandalan bangunan secara optimal.
Perubahan regulasi dari izin mendirikan bangunan menjadi persetujuan bangunan
gedung menuntut standarisasi prosedur yang lebih ketat pada tingkat nasional.
Pemerintah menerapkan sistem pelayanan terpadu satu pintu untuk mempercepat
proses birokrasi perizinan melalui integrasi layanan satu atap yang efisien. Sistem ini
menyatukan berbagai kewenangan sektoral dari dinas teknis ke dalam satu pintu
pelayanan tunggal.

Implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala teknis yang
menghambat pencapaian target efisiensi waktu dalam penerbitan dokumen secara
konsisten. Ketidaksiapan infrastruktur teknologi informasi pada tingkat daerah
menyebabkan gangguan sistem pada saat pengunggahan berkas pemohon
berkapasitas besar. Keterbatasan jumlah tenaga ahli bersertifikasi kompetensi untuk
melakukan verifikasi berkas memperlambat durasi penilaian kelayakan teknis secara
signifikan. Kondisi ini memicu penumpukan berkas permohonan yang belum
terselesaikan sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para pemohon. Perbedaan
pemahaman regulasi antara pemerintah pusat dan daerah seringkali menciptakan
hambatan administratif dalam proses validasi dokumen teknis. Anggaran daerah
yang terbatas untuk pengembangan sistem digital memperparah kesenjangan
kualitas layanan antar wilayah.

Laporan Ombudsman Republik Indonesia menunjukkan adanya indikasi
maladministrasi dalam bentuk penundaan berlarut dan penyimpangan prosedur
pada beberapa daerah. Aparat pelaksana seringkali meminta persyaratan tambahan
yang tidak tercantum dalam regulasi nasional sebagai syarat kelengkapan berkas.
Praktik penundaan terjadi akibat ketidakjelasan distribusi beban kerja pada tim
teknis penilai dalam instansi tersebut. Pelanggaran standar operasional prosedur ini
menciptakan celah bagi terjadinya pungutan liar dan perlakuan diskriminatif
terhadap pemohon. Tindakan maladministrasi ini mencederai prinsip profesionalitas
aparatur sipil negara dalam menjalankan fungsi pelayanan publik. Kurangnya
pengawasan internal menyebabkan praktik penyimpangan prosedur terus berulang
tanpa adanya sanksi tegas.

Hambatan prosedural berdampak langsung pada iklim investasi dan
kepuasan masyarakat terhadap layanan publik secara luas. Investor cenderung
menunda realisasi modal akibat ketidakpastian waktu penerbitan izin operasional
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konstruksi. Teori efektivitas organisasi oleh Richard M. Steers menyatakan bahwa
keberhasilan sistem diukur dari dimensi pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi.
Studi ini memfokuskan analisis pada aspek maladministrasi melalui pendekatan
tinjauan literatur sistematis terhadap publikasi ilmiah kredibel guna memperoleh
kesimpulan objektif. Analisis literatur mengungkap pola kegagalan pelayanan publik
pada berbagai daerah untuk merumuskan model perbaikan komprehensif. Fokus
penelitian pada aspek prosedural memberikan jawaban ilmiah bagi keresahan
masyarakat serta memperkuat landasan teoretis reformasi birokrasi.

METODE
Penelitian ini menggunakan metode Systematic Literature Review (SLR), guna
menjawab pertanyaan penelitian secara terstruktur, dengan merujuk pada model
PRISMA 2020. Pencarian literatur dilaksanakan pada tanggal 21 April 2026
menggunakan aplikasi Publish or Perish yang memfasilitasi penelusuran basis data
Google Scholar, serta pengecekan manual pada portal jurnal terindeks (Scopus dan
SINTA) untuk memastikan status akreditasi jurnal. Kata kunci yang digunakan
disusun dalam kombinasi bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, antara lain:
“Pelayanan Terpadu Satu Arah”, “PTSP”, “Penerbitan PBG”, “Maladministrasi”,
“Hambatan Prosedural”, serta frasa gabungan “Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (PTSP) dalam Percepatan Penerbitan PBG: Studi Maladministrasi dan
Hambatan Prosedural”. Strategi pencarian meliputi penggunaan operator Boolean
(DAN, OR), tanda kutip untuk pencarian frasa, dan pemfilteran rentang tahun
publikasi 2015-2025 untuk menjaga kemutakhiran literatur. Proses pencarian dan
parameter yang digunakan (kata kunci, tanggal penelusuran, basis data) dicatat
secara rinci untuk tujuan replikasi. Pemilihan penelitian terdahulu didasarkan pada
kriteria sebagai berikut:
Tabel 1. Kriteria Inklusi dan Eksklusi
Kriteria Inklusi Kriteria Eksklusi

Artikel yang diterbitkan antara tahun 2015 sampai 2025 rbitkan sebelum tahun 20

Artikel memiliki indeks scopus Q1-Q2 atau SINTA 1-3 tikel tidak memiliki indek
pus Q1-Q2 atau SINTA 1-

el terkait Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTikel tidak terkait Efektivit,
m Percepatan Penerbitan PBG: Studi Maladministrasi dayanan Terpadu Satu Pint
Hambatan Prosedural PTSP) dalam Percepatan
Penerbitan PBG: Studi
administrasi dan Hambat
Prosedural

Seleksi artikel dilakukan melalui empat tahap sesuai alur PRISMA, yaitu: (1)
identifikasi hasil pencarian, (2) penghapusan duplikasi, (3) penyaringan berdasarkan
judul dan abstrak, serta (4) penilaian kelayakan artikel teks lengkap. Kriteria
inklusinya mencakup artikel yang relevan dengan topik, terbit dalam rentang waktu
yang ditentukan, dan telah melewati proses peer review; sedangkan eksklusi
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diterapkan pada artikel non-empiris, publikasi sebelum 2015, dan artikel yang tidak
berfokus pada populasi mahasiswa. Dari proses seleksi, diperoleh 10 artikel yang
memenuhi kriteria akhir terdiri atas 10 artikel nasional berindeks SINTA 1-3. Data
dikumpulkan melalui pembacaan penuh terhadap setiap artikel dan pencatatan hasil
yang berisi nama penulis, tahun publikasi, metode penelitian, variabel yang dikaji,
serta hasil temuan wutama. Analisis data dilakukan secara tematik untuk
mengidentifikasi Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dalam Percepatan
Penerbitan PBG: Studi Maladministrasi dan Hambatan Prosedural. Validitas hasil
penelitian dijaga melalui penggunaan sumber ilmiah bereputasi dan prosedur seleksi
berlapis sesuai pedoman PRISMA. Seluruh data dan sitasi yang digunakan diolah

berdasarkan prinsip keilmuan dan etika akademik yang berlaku

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil Penelitian
No | Penulis (Tahun) Judul Metode Hasil Penelitian
ktivitas Pelayans rasi sistem digital melz
du Satu Pintu demtita tif deskripti meningkatkan kecepa
L enyelenggaraan . inistrasi, namun kendj
1 Ppari & Hartomo, 2024) | : jurvei kepuasan |.
izinan Banguna masvarakat S pada platform SIME
ing Pasca Regul y hg menghambat valida
Baru dokumen.
s Maladminist wukan penundaan berls
o8 Maladimiiusy . vat ketidaksiapan tenag
Proses Transisi latif, studi kasus |. e 1
2 (Prasetyo, 2023) s is penilai di daerah ya
e PBG di Dinas yancara mendala| ;.
| anaman Modal gakibatkan penumpuk
' berkas permohonan.
batan Prosedu daan interpretasi regu
. L ., ..4pusat dan daerah mer|
3 |(Hidayat dkk., 2025) m l?er}erb%tan Pt Skrlptl.f kuahtajﬂflambatan utama yang
lasi Kinerja PTSkservasi lapangan
Kota Besar btakan prosedur tamb;
uar ketentuan nasiona
an SIMBG dalar runaan SIMBG pada P
Mewujudkan Lantitatif. analisie® signifikan menurunk
4 (Kusuma, 2024) ransparansidan|, . . . ) pungutan liar, meskiy
fektivitas sistem
itabilitas Pelaya 1si waktu belum menc;
Perizinan target maksimal.
ategi Percepatat ediaan dan koordinasi
. Jrbitan PBG melditatif, FGD dengﬁofeSl Ah.l ' (T.PA) yang
5 @hyuni & Saputra, 2023 . . . ©prsentralisasi di PTSP
nalisasi Tim Proangku kepenting o
Ahli di PTSP percepat proses verifil
knis secara struktural.
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ok Maladminist laladministrasi berupa
dap Tklim Inves. ratan tambahan yang {
(Ramadhan, 2022) tofKons truksi (ntitatif korelasiotvan menurunkan min;
Tinekat Lokal tor lokal dalam pengaj
grat Loka bangunan melalui PTS
asi Implement] nbatan prosedural seri
. jjakan Persetujujualitatif, analisis ngl ak1ba’F kuréngny(
(Utami, 2024) .. . |sasi mekanisme input
inan Gedung: Stebijakan publik
a Dinas Perizing a pemohon, menyebal
ngginya revisi berkas.
gkatan transparansi sti
itabilitas Pelayai tas secara daring melal
) du Satu Pintu deeskriptif, analisis) membantu menurunk
(Fadillah, 2025) 1ghadapi Keluh@aduan Ombudsn] angka pengaduan
rarakat terkait P "ladministrasi di sekto:
perizinan.
\nalisis Yuridis ksinkronan regulasi dz
batan Administ dengan sistem pusat
Gunawan dkk., 2023) - Penvelen alrrIorma’cif empiris |babkan proses perizin;
MB G}("ii Dai%alr: SP mengalami stagnas
istratif pada tahap valj
talisasi Pelayan: ngan infrastruktur IT
k: Studi Efektiviuantitatif, model n}pejc enst SDM di PTS
(Setyawan, 2024) | dalam Percepaktivitas organisa<n]ad1 determinan utam
[in Baneunan ‘Am mempercepat dura
& nerbitan dokumen PB(C
PEMBAHASAN

Analisis efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam mempercepat
penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung menunjukkan dinamika yang kompleks
antara regulasi formal dan implementasi faktual di lapangan. Hasil tinjauan literatur
sistematis terhadap sepuluh artikel terpilih mengungkapkan bahwa transisi dari Izin
Mendirikan Bangunan menjadi Persetujuan Bangunan Gedung membawa implikasi
besar pada struktur birokrasi daerah. Teori efektivitas organisasi oleh Richard M.
Steers memberikan landasan kuat untuk mengevaluasi fenomena ini melalui dimensi
pencapaian tujuan, integrasi, dan adaptasi. Secara konseptual, integrasi layanan satu
atap yang didukung oleh platform digital Sistem Informasi Bangunan Gedung
merupakan langkah progresif dalam memangkas alur administrasi yang berbelit.
Data dari penelitian Sari dan Hartomo (2024) mengonfirmasi bahwa digitalisasi
pelayanan mampu meningkatkan transparansi proses secara signifikan bagi para
pemohon perizinan. Namun, efektivitas sistem ini seringkali terhambat oleh
ketidaksiapan infrastruktur teknologi informasi pada tingkat pemerintah daerah
yang menyebabkan gangguan operasional pada saat pengunggahan dokumen teknis
berkapasitas besar.
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Maladministrasi menjadi isu sentral yang muncul secara konsisten dalam
berbagai studi kasus di wilayah kedaulatan Indonesia. Temuan dari Prasetyo (2023)
menyoroti praktik penundaan berlarut sebagai bentuk kegagalan fungsional pada
unit pelayanan terpadu. Penundaan ini bukan sekadar masalah teknis, melainkan
representasi dari ketidaksiapan manajerial dalam mendistribusikan beban kerja
kepada tenaga ahli verifikasi secara merata. Fenomena penundaan berlarut
menciptakan ketidakpastian hukum yang merugikan para pelaku usaha dan
masyarakat luas sebagai pengguna jasa layanan publik. Pelanggaran standar
operasional prosedur seringkali diperparah oleh adanya persyaratan tambahan yang
tidak memiliki dasar hukum kuat dalam regulasi tingkat nasional. Fadillah (2025)
menunjukkan bahwa akuntabilitas sistem sangat bergantung pada responsivitas
lembaga dalam menangani keluhan masyarakat terkait lambatnya proses validasi
dokumen Praktik maladministrasi ini pada akhirnya merusak integritas institusi
pemerintah daerah dan menurunkan kepercayaan publik terhadap semangat
reformasi birokrasi yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

Hambatan prosedural yang teridentifikasi dalam penelitian ini mencerminkan
adanya kesenjangan kompetensi antara aparatur pelaksana dan tuntutan regulasi
yang bersifat teknis-kompleks. Keterbatasan jumlah Tim Profesi Ahli yang
tersertifikasi menjadi titik sumbat utama dalam aliran kerja penerbitan Persetujuan
Bangunan Gedung pada tingkat kabupaten dan kota. Wahyuni dan Saputra (2023)
menekankan bahwa optimalisasi koordinasi antar instansi teknis merupakan
determinan vital dalam menjamin kelancaran verifikasi dokumen perizinan .Tanpa
sinergi yang kuat, sistem satu pintu hanya menjadi formalitas administratif tanpa
adanya percepatan substantif dalam penyelesaian berkas permohonan. Masalah ego
sektoral antar dinas terkait seringkali muncul sebagai penghalang dalam proses
pengambilan keputusan kolektif pada tahap penilaian teknis bangunan. Kondisi ini
menuntut adanya restrukturisasi pola komunikasi organisasi yang lebih luwes dan
berorientasi pada hasil akhir pelayanan bagi masyarakat. Evaluasi secara berkala
terhadap kinerja unit pelayanan menjadi kebutuhan mendesak guna memitigasi
risiko terjadinya stagnasi birokrasi yang berkepanjangan pada sektor perizinan
bangunan.

Dampak dari rendahnya efektivitas pelayanan ini secara langsung
memengaruhi stabilitas iklim investasi konstruksi dan pertumbuhan ekonomi di
tingkat lokal. Investor sangat sensitif terhadap variabel durasi waktu dan biaya
tambahan yang timbul akibat ketidakpastian prosedur administrasi di instansi
pemerintah. Penelitian Ramadhan (2022) menyatakan bahwa perilaku
maladministrasi secara signifikan menurunkan minat investasi karena dianggap
meningkatkan beban operasional yang tidak terduga. Dalam konteks kompetisi
global, kecepatan pelayanan perizinan merupakan salah satu indikator utama dalam
penilaian kemudahan berusaha suatu negara. Kegagalan dalam menyederhanakan
alur birokrasi akan menempatkan Indonesia pada posisi yang kurang kompetitif
dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya di kawasan Asia
Tenggara. Teori adaptasi organisasi menuntut pemerintah daerah untuk lebih
responsif terhadap perubahan regulasi nasional dengan melakukan pembaruan
sistem operasional secara mandiri dan berkelanjutan. Penyesuaian ini mencakup
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penyediaan anggaran yang memadai untuk pemeliharaan sistem digital dan
peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara profesional.

Integrasi sistem informasi yang transparan menjadi solusi kunci dalam
meminimalisir peluang terjadinya praktik penyimpangan prosedur oleh petugas di
lapangan. Kusuma (2024) menyatakan bahwa platform digital mampu menciptakan
rekam jejak administratif yang jelas sehingga setiap tahap penilaian dapat dipantau
oleh public. Hal ini sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik yang
mengutamakan keterbukaan informasi dan pertanggungjawaban publik dalam
setiap tindakan administratif. Meskipun demikian, digitalisasi tanpa diikuti oleh
perubahan budaya kerja aparatur sipil negara akan menghasilkan efektivitas yang
semu. Transformasi birokrasi memerlukan pergeseran paradigma dari pola kerja
yang kaku menjadi pola kerja yang melayani dengan standar integritas tinggi.
Pelatihan berkelanjutan mengenai penggunaan Sistem Informasi Bangunan Gedung
bagi petugas dan sosialisasi masif bagi masyarakat pemohon harus dilakukan secara
intensif. Langkah ini bertujuan untuk menyamakan persepsi mengenai standar teknis
yang wajib dipenuhi dalam setiap pengajuan dokumen perizinan guna menghindari
revisi berkas yang berulang.

Pola hambatan yang bersifat struktural pada daerah-daerah dengan
keterbatasan fiskal yang tinggi. Kesenjangan kualitas pelayanan antar wilayah di
Indonesia menjadi tantangan tersendiri dalam mewujudkan standarisasi layanan
publik yang merata secara nasional. Gunawan dkk. (2023) menyatakan bahwa
ketidaksinkronan regulasi daerah seringkali menghambat implementasi sistem pusat
karena adanya benturan kepentingan atau kurangnya dukungan infrastruktur local.
Hal ini memerlukan intervensi kebijakan dari pemerintah pusat dalam bentuk
pendampingan teknis dan subsidi teknologi bagi daerah yang tertinggal dalam aspek
digitalisasi pelayanan. Standardisasi prosedur operasi pada seluruh unit pelayanan
terpadu satu pintu di Indonesia akan membantu menciptakan ekosistem bisnis yang
lebih sehat dan terprediksi. Kepastian hukum dalam penerbitan Persetujuan
Bangunan Gedung bukan hanya soal dokumen fisik, melainkan jaminan bahwa
setiap bangunan telah memenuhi kriteria keselamatan bagi penghuninya. Oleh
karena itu, percepatan prosedur tidak boleh mengabaikan standar teknis keandalan
bangunan gedung yang merupakan substansi utama dari regulasi tersebut.

SIMPULAN

Efektivitas Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam percepatan penerbitan
Persetujuan Bangunan Gedung sangat ditentukan oleh integrasi sistem digital dan
integritas aparatur pelaksana dalam menghadapi hambatan struktural serta praktik
maladministrasi. Meskipun regulasi nasional telah menetapkan standarisasi melalui
Sistem Informasi Bangunan Gedung, kendala teknis berupa ketidaksiapan
infrastruktur teknologi informasi dan keterbatasan tenaga ahli bersertifikasi di
tingkat daerah menyebabkan penundaan berlarut dalam validasi dokumen teknis.
Keberhasilan sistem ini memerlukan sinergi fungsional antar instansi teknis guna
memitigasi penyimpangan prosedur yang merugikan iklim investasi dan
menurunkan kepercayaan publik. Transformasi birokrasi yang berkelanjutan melalui
peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan penguatan pengawasan internal
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mutlak diperlukan untuk menjamin kepastian hukum serta transparansi pelayanan
perizinan secara merata di seluruh Indonesia. Keberhasilan reformasi ini bergantung
pada komitmen pemerintah daerah dalam menyelaraskan implementasi kebijakan
pusat dengan kebutuhan layanan publik yang responsif, akuntabel, dan profesional
bagi masyarakat luas.
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